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Abstract

By raising the differentintion between the Broadeasting Act No, 24 of 1997 with Law No,
32 In 2002, the public policy conlext of the world of broadeasting of Indonesta will look
specifically. With that logic, the direction of public policy conlext will be seen, whether fo
refer fo the public interest or the public as a whole or refer to their stakeholiders (decision-
makers on a particular issue) alone. Stakeholdirs in iuestion heve is the broadeast media
owners and practitioners, The contex! af pulbilic pelicy in the broade usting world rightly
¢ not break mouy from te tmlerpreting framework of public sphere. Public sphere suclt as
those expressed by Jurgen Habermas, n philosopher who came from Germaniy, is the fifeal
base type ar rigion or society wheve the public tugetier i a democetic framework. The ideal
¥ L'_."h”ﬂi' I?_l_.r citch contmuniby involved i variows I550LS qﬂmirruun ;Jmf!h e and Hien solve
the problem of fointly to control the state and the market, The mase media are i o central
prosition in this regard. Haberimas argiees gl oll of (his j< triggered by o los Qic frameiwork
and the charvacteristics of the ideal function of the mass medin as o stipplier of tnfiermation,
disseminates imformation omd Sfucilitates the formation of public apnmton, But the vest of the
fogic is aiso at least into owr thinking together behold the mass media in addition 1o Tave e
tleal function as described above, also has a function 0s a commercial fnstitition or hsiness

A. PENDAHULUAN

Sebagal sebuah medium komunikasi, media mempunyai arti yang sangat penting
bagi perkembangan masyarakat. Oleh karen inya, media penjadi tonggak yang sangat
penting dalam pérkembangan ke arah masvarakat vang maju. Namun karena fuiigsi
yang strategis itulal, maka mediapui humH bisa menentukan tujuan dan langk ahnyva

agar tidak terjebak dalam kepentingan- -kepentingan tertentu,

Kebijakan publik'  atas dunia penviaran, terutama smtuk konteks televisi di

L. James Anderson mengataien bohwassnyg ke bijskan publik adalsh kebijakan yang dikkemby; inpkan aleh badan
badan dan pejabar pamerintah. Lihat Mermin tndah Wahyuni, fetewisi dan intervens Negara, Modia Fressinda,
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Indonesia mengalami beberapa fase yang terbentuk atas peristiwa sejarah. Dunia
penyiaran di Indonesia dimulai ketika muncul kebijakan Presiden Soekarno lewat
Keputusan Presiden Ne. 215 Tahun 1963 mengenai pembentukan Yavasan Televisi
Republik Indonesia (TVRI). Meskipun sebelumnva TVRI telah mengudara dan
menjumpai pemirsa melalui siaran wjicoba dengan meliput Peringatan HUT XVII
Proklamasi pada langgal 17 Agustus 1962 dan momen Asian Games pada tahun yang
sama. Kebijakan publik atas dunia penyiaran pada waktu itu Jebih memusatkan pada
monopoli kepemilikan dunia televisi di tangan negara. Hal ini tercermin dari sisi
beberapa kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.”

Dunia penyiaran yang menggunakan medium frekuensi yang notabene
merupakan ranah publik (rulblic spliere) memerlukan sebuah regulasi untuk melindung:
kepentingan masyarakat atau publik. Ranah publik merupakan milik masyarakat yang
pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk kepentingan masyarakat seutuhnya.
Ada perbedaan yang mendasar antara terminologi “penviaran” dan terminologi “pers”
dalam hal ini.

Menurat UU No. 32 Tahun 2002, penyiaran adalah kegiatan pemancariuasan
siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau
di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh
masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Sedangkan kata-kata “pers” seperti vang dimaksud dalam UU No 40 Tahun 1999
adalah adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan
kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan
gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnva dengan menggunakan
media cotak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.'

Perbedaan paling prinsipil diantara keduanya adalah masalah penggunaan
frekuensi. Dalam ranah penyiaran frekuensi memang menjadi kebutuhan vital, dan
frokuensi sendini merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas jumlahnya,
Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektruin frekuensi radio dan orbit
geostasioner yang merupakan sumber daya alam vang terbatas, Sehingga

pemanfaatannya perlu diatur secara efektil dan cfisien bagi sebesar-besarnya

Yzyvakarta, 2002, him, 17, Perimbangan lain muncil dart aps yang dicumuskan oleh William Dunn, MEnUrUD
nva aralisa Kebijakan publii dibututikan sebagal peryediagn infrrmasl yeng digunokan Untuk mengii pernm-
bangan-pertimbangse yang mendasan setiap pemecahan srohlem prakis kepada para pengambil kegutusan,
Saca Willlzm N Dunn, Adalisis Kebifoksonaon, Fubik, Hanindita, Yogyakarta, 2002, Kmi 1

1 Uhat Hincs Panjaitan, Memasung Televisi, Institut Studl Arus informasl, lakarta, 1999, him 3

3 Ut LU Penyiaran Ne 32 Tabun 2002,

a4 Lthat UL Pers Ng 40 Takun 1999
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kepentingan nasional * Maka kemudian wajar adanva jika kemudian negara harus
turut serta dalam pengelolaan perizinan, Namun katas kewenangan perizinan itulah
yang bisa kita perdebatkan bersama.

UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 vang lelah disahkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) meski tidak ditandatangani Presiden Megawati Soekamoputri,”
mengisyaratkan banvak perubahan vang mendasar daripada apa vang telah dicapai
dalam UU Penviaran sebélumnya, ULl Penyiaran sebelumnya, yaitu UL No 24
Tahun 1997 banyak ditentang baik oleh praktisi penyiaran maupun masyarakat luas,

Pengan mengangkat perbandingan antara UU Penyiaran No. 24 Tahun 1997
dengan UU No. 32 Tahun 2002, maka konteks kebijakan publik dunia penyiaran
Indonesia akan terlihat secara spesifik. Dengan logika tersebut, maka arahan konteks
kebijakan publiknya akan terlihat, apakah merujuk pada kepentingan masyarakat
atau publik secara keseluruhan atay punmerujuk pada kepentingan stukeholders (para
pemegang keputusan pada masalah tertentu) semata. Stakeholders yang dimaksud di
sini adalah para pemilik media serta praktisi penyiaran.

Konteks kebijakan publik datam dunia penyiaran sudalh selayaknya tidak
bisa melepaskan diri dari kerangka interprestasi public sphiere. Public sphere seperti apa
vang diungkapkan oleh luergen Habermas, seorang filsof yang berasal dari Jerman,
merupakan tdeal type atau kawasan idesl dimana publik atay masyarakal menvatu
dalam kerangka yang demokratis. Kawasan ideal ini diisi oleh setiap masyarakat yang
melibatkan diri dalam berbagai isy permasalahian bersama, kemudian memecahkan
masalah itu s¢cara bersama pula untuk mengentrol negara dan pasar’.

Media massa berada pada posisisentral dalam hal ini. Habermas berargumentasi
bahwa kesemua ini dipicu oleh kerangka logika karateristik dan fungsi ideal media
massa sebagai pemasok informasi, menvebarluaskan informasi serta memfasilitasi
pembentukan opini publik®. Namun sandaran logika tergebut setidaknya juga menjadi
pemikiran kita bersama bahwasanva medin massa selain mempunvai fungsi jdeal
seperti vang telah dipaparkan diatas, UGS mempunyai fungsi sebagai institusi komersil
datau bisnis”,

Pertarungan fungsi inilah yang kemudian menjadi dominan, Dari aspek ini,

e =~
S Hings Pangaitan, Gn iy, ki, 101

B Prodiden Megowat bergandangan bahwa manih adi tarik thur prmbabasan mengenal materl yarg adu dalam
Undung-undamrg teesebut, nat Batam Past edisi & Febrigrt 2003 Mamun ity tidak menghatang diundang
Eannya UL ressabut, mengingar pada YLD 3945 Pazal M #yat 5 meryebutkan bahwa “Tralam hal rancangan
Uneing-undang yang telah disetiul bersams tersnbul ndak disatkan sleh Presiden dalam wakti tiga pulub
hat semenjak rancangen undangurndong turilge dretujt, rancongan tersebut wah e jadi undang-undang
dan wajin diundarighsn

4 Br Dedy N Hidayat, fengantar fadts Agus Sudibyo, Pofimik Medin dan fertarungon Wacona, Lkis. Yogyakarta,
ZO0L, film il
i,

# Lihat UU Penyiaran M. 32 Tahun 2002 Pazal 4 gyat (1)
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dunia penviaran bisa menyandarkan dirinya pada kehadiran lembaga penviaran
komersiil, seperti televisi-televis dan radio-radio swasta. Sebab logika swasla hanya
bersandar pada kepentingan Lomersil semata. Indilkasi ini bisa dilibat dalam tayangan-
tayangan yangada dalam televisi atau radio-radio swasta di Indonesia yang prosentase
hiburannya jauh melebitu kapasitas daripada kajian budaya atau pendidikan bagi
publik, dan juga isi siaran vang “Jakarta Sentris”  (terutama bagi televisi swasta)
menjadikan konsumsi yang tidak sehat bagi khalayak pada umunya yang tersebar di
seluruly Indonesia.

Maka dalam UL Penyiaran No, 32 Tahun 2002 disebutkan fungsi TVRI/
RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik vang berkonsentrasi pada publik daripada
market (pasar), bersitat independen, netral dan tidak komersil. Selain itu dibentuk
juga Lembaga Penyiaran Komunitas vang juga bersifat independen, didirikan oleh
komunitas tertentu, daya jangkau siarannya terbatas dengan daya pancar rendah'.

Victor Menayang mengindikasikan bahwasanya Lembaga Penyiaran Komunitas
ini penting sekali artinya sebagai sebuah peluang bagi publik untuk menentukan cita
rasa dan kebutuhannva sendirt. Artinya kemudian publik diberikan kesempatan untuk
menyiarkan apa yang menurut mereka penting, berguna, dan menarik, setidaknya
bagi komunitas dimana publik itu berada'.

B. Perumusan Masalah

Dengan membandingkan LU No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tabun 2002
tentang Penyiaran, dimanakah letak keberpihakan pemerintal; apakah berpihak ke
stakeholders (Marfet Orientted), berpilak kepada masyara kat, ataukah masih berorientasi
terpusat pada negara (State Orietted)?

€. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keberpihakan pemerintah terhadap durita penyiaran di Indo-
nesia, Acuan yang digunakan adalah melalul regulasi pemerintah dalam bentuk per-
bandingan antara UL N 24 Tahun 1997 dengan UL No. 32 Tahun 2002,

D. Kerangka Teori

1. Kajian Sosio Legal dan Politik Hukum

___Kajian spsto legal vang akan digunakan merupakan kajian yang, bersangkut paut
10 Lihat UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002

11 Victor Menagyang, pengantar pada Efterdl Ghazali, Penyioran Alternatif Tup! Mutlok: Sebdab Acoon featang
Periyiararn Pubik don Kom e, Jrissan imu Kamunikasi FISIP Univeritos indanesia, lakarta, 2002, hlim:wil
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dengan eksistensi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kehidupan
masyarakat diciptakan kesatupaduan demi terciptanya keteraturan-ketaraturan. Hu-
kum merupakan jawaban daripada kesemua itu, dalam artian produk hukom adalah
pengikatan dengan bentuk konkret berupa larangan-larangan.

setiap pelanggar peraturan hukum vang ada, akan dikenakan sanksi vang berupa
hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melan ggar hukum vang dilakukan-
nya. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu agar berlangsung terus menerus
dan diterima oleh seluruh masyvarakat, maka peraturan-peraturan hukum vang ada
tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Ada-
pun yang menjadi tujuan hukom adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan; yaitu asas-asas ke-
adilan dari masyarakat itu.=

Namun yang perlu dikemukakan kemudian adalah pertanyaan tentang produk
hukum itu sendiri. Undang-undang vang selama ini dipahami sebagai sebuah produk
yang bebas dan tidak bergantung (dependent variable), ternyata tidak sepenubnya benar.
Dalam proses selanjutnya, hukum ternyata tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Produk
hukum merupakan bagian dari proses-proses yang telah ada sebelumnva. Produk hu-
kum hanyalah hasil dari produk-produk atau sistem-sistem vang lain,

Interprestasi ini dikuatkan oleh Moh, Mahfud, dikatakannya bahwa pada kenyata-
annya bahwa hukum merupakan kristalizasi dari kehendak-kehendak politik vang sal-
ing berinteraksi dan bersaingan. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuoat
undang-undang sebagai sebuah produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan
kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi
di dalam keputusan politik dan menjadi undang-undang:"

Asumsi vang diberikan berkaitan dengan interprestasi diatas adalah dekatnya
hubungan hukum dan kekuasaan. Oleh karenanya dalam melihat hubungan hukum
dan kekuasaan, mengutip Daniel S, Lev, Moh. Mahfud memberikan gambaran bah-
wasanya untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus
diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa vang diberikan kepadanya,

Ada enam cin kelompok dominan vang merupakan pemegang kekuasaan atau
identik dengan kekuaspan;’

L Jumlahnva selalu lebih kecil dari kelompok yang dikuasai

L2 C5T Kansil, Pengantariinm Hidrm den Torg Hukum Indonesio, Ctk. Kedeldpan, Balal Pustaka, Lokaita, 1586
ki 411

H Mah Mabtud, Palink Hekum di Indonesia, LP3S— LIl Press. Yogyakarta, 1998, him, 2

i4 g, him, 13

15 (ke | him, 34
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3. Memiliki kelebihan kekayaan khusus urituk tetap memelihara dominasin-
va berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan maoral.

3. Dalam pertentangan selalu terorganisir lebih baik daripada kelompok yang
ditundukkan.

4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi
dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit
penguasa dalam bidang politik.

5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan
politiknya kepada kelas (kelompoknya) sendiri.
6 Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahart komposisi kelas pen-

E;L'lﬂSE.

Terhadap analisis ini maka dapat disimpulkan secara sederhana, bahwasanya
pembangunan produk hukum tidak bisa lepas dari keterpengaruhan-keterpengart-
han kondisi sosial politik masyarakat sckitarnya. Indikasi tersebut diperkuat dengan
pendapat Satjipto Rahardjo. Satjiipto kemudian molakukan analisis hukum melalui
kondisi ekonomi. Arahan vang dituju adalah bahwasanya kenyataan yang berkem-
bang, pada masyarakat modern sekarang ini, dimana kehidupan semakin kompleks,
pembagian kerja sernakin meluas, individualitas menjadi menonjol, persaingan dian-
tara sesama anggota masyarakat semakin kuat dan perbedaan tingkat ekonomi vang
semakin tajam.

Proses ini kemudian milahirkan suatu perlapisan (shatification) di dalam ma-
syarakat. Perbedaan di dalam tingkat ekonomi yang dikaitkan pula dengan perbe-
daan di dalam status sosial kemudian menyusun suatu perlapisan, seperti misalnya
dibagankan dalam susunan; kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dalam ke-
adaan perlapisan seperti ini, maka ia akan memberikan beban- pengaruh terhadap sis-
lim hukum, khususnya dalam pelaksanaan sistim hukiim, Salah satu akibatnya adalah
munculnya kelompok yang dominan yang berusaha memaksakan kehendaknya agar
diterima oleh lapisan-lapisan lain di dalam masyarakat.’”

Dominasi kelompok vang kuat melahirkan ketimpangan stau Kesenjangan
Dalam konteks hukum, produk hukum vang timpang tentu saja menimbulkan ketida-
kpastian hukum. Analis inl dapat menyebabkan keberadaan kelompiok vang terdomi-
nast menjadi teralienasi, baik secara s wsial budava maupun ekonomi. Asumst keberpi-
hakan dalam konteks produk hulkum dapat dlihat dari segala macam aktivitas yang
mentransformasi masyarakat vang menguntungkan mefeka vang terdominast.”

2. Tinjavan Umum Tentang Media

16 Satlipte Rahardje, Hukum don Igsvarakat, Gk Kesspuiuh, Anghasa, Bandung, 1980, him. 40
17 Uihat Fr. Wahamoe Nitfprawire, Tealogl Pembelsan; 3ejorom, pdptocle, Proksts, din [singa, Liis, Yogyakaria,
2000, him, 44
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Media dalam hal ini adalah media komunikasi, baik elekironik maupun non
elektromik. Namun kemudian pembatasan juga perly dilakukan agar poros utama
permasalahan tidak melebar. Media elektronik dising dimaksudkan sebagai media
radio dan televisi, sedangkan media cotalk adalah seperti majalah, tabloid, koran dan
hal yang sejenis. Pembedaan perlu dilakukan mengingat fungsi dan saluran viang
digunakan antara media cetak dan medip elektronik akan berbeda. Hal ini tentu saja
akan berkemnbang ke arah pembedaan tehnis. Pevsoalan vang lain adalah pembedaan
i akan dijadikan ukuran yang pasti mengenai tema yang akan penulis angkat
Disamping itu juga ketika berbjcara hukum, maka ketika fungsi dan tehnis serta pola
berbeda maka akan dilakukan pembedaan aturan hukuminya,

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam kosakata bahasa
Inggrisnya adalah Presc. Dalam perkembangan selanjutnya pors mempunyai dua
pengertian, vakni pers dalam pengertian sempit dan pers dalam pengertian luas. Pers
dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa
elektronik radio dan televisi. Sedangkan dalam pengertian sempit hanya terbatas pada
media massa cotak !

Hal inilah vang menibuat pemenintah membedakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang
pers dan UL No. 24 Tahun 1997 vang kemudian digantikan oleh UU No.32 Tahun 2002
tentang penyiaran, Perlu diketahui sebelumnya, bahwa apa vang dimaksud dengan
ULl No. 40 Tahun 1999 ini adalah pers dalam pengertian media cetak, Sedangkan
untuk UU No 32 Tahun 2002 adalah khusus diperuntukkan bagi dunia penyiaran Vang
notabene di dalamnya meliputi media radio dan televis.

Menurut UL No. 40 1999 lentang pers, vang dimaksud dengan pers adalah
lembaga sosial dan wahana komunikasi masea vang melaksanakan kegiatan jurnalistik
meliputi mencari, memperoleh, memitiki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data
dan grafik maupun dalam bentuk lainnva dengan menggunakan media cetak, media
clektronik, dan segala jenis saluran vang tersedia.®®

Kemudian kita bandingkan dengan pengertian penyiaran dalam UU No 32 Tahur
2002, Yang dimaksud penviaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui
Srana pemancaran dan atau sarara bansmisi di darat, di laut atav di antariksn
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalul udara, kabel, dan atau media
lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyaralkat dengan
perangkat penerima siaran

Ada baiknya kita menggunakan persepsl seperti apa vang telah dipaparkar
oleh Amir Effendi Siregar™ Menurutnya, filosofi dari dunia penviaran adalah

1Z Dy Onging Wehjahana Effendy WA Cle L8, Hal 187
13 Likiat ULENe, 40 Tahun 1859 tentang Pers

20 Likat LU Me, 32 Tahun 2003 tentang Panyiaran

L1 headitan, Eeliso ) Tahun xeef 20062 Bim 48
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menggunakan frekuensi. Industri penyiaran adalah froadeisting, sedangkan asumsi
dasar dari frekuensi adalah ranah publik. Ranah publik bagaimanapun juga harus
digunakan demi kepentingan masyarakat.

Media massa cetak dalam hal ini tidak berhubungan dengan public domin,
sedangkan untuk media elektronik berhubungan langsung dengan putblic: dontam
yaitu berupa frekuensi. Bagi Amir Effendi Siregar, jika sudah berbicara frekuensi
maka peran negara dalam hal ini sangat dibutuhkan. Karena asumsi vang digunakan
adalah bahwasanya frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas, maka peran
negara untuk mengatur menjadi signifikan dalam hal ini, Pengaturan alokasi frekuensi
menjadi tugas sentral pemerintah dalam dunia penyiaran,

Maka peran pemerintah minimal melindungi frekuensi dan serta membagikan
frekuensi tersebut kepada publik yang memerlukannya. Policy (kebijakan) yang
dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini mengenai penyiaran, sudah selayaknya
melindungi kepentingan publik atau masyarakat. Dalam UUD 1845 Pasal 33 tergambar
jelas, bagaimana kemudian kewajiban pemerintah terhadap sumber daya alam yang
terbatas. Frekuensi termasuk dalam kategori kekayaan alam seperti layaknya air dan
bumi (tanah).

E. PEMBAHASAN

1. Diantara Kepentingan Negara dan Pemilik Modal

Perlu dilakukan kajian yang seksama terhadap asumsi bahwasanya ada hubungan
wilak tarik antara media di satu sisi serta negara dan kapital (modal) pada sisi yang
lain. Hubungan yang terjadi diwarnai oleh hubungan yang lidak seimbang, Pendapat
ini mengacu pada realitas bahwasanya sistem pelitik suatu negara sangat mempeng-
ruhi perilaku media dan bukan sebaliknya =

Pada taral tersebut, bisa dilihat balwasanya media bukanlah suatu enlhitas yang
“netral dan merdeka”. Media merupakan sebuah variabel vang terpengaruh (dependent
pirinble)® sedangkan sistem politik merupakan varibel yang mempengaruhi (indepen-
dent varmable), Perlu diketahui juga sebelumnya, bahwa sistem politik adalah sebuah de-
rijesi atas kebijakan hegara vang mana mernpakan manifestasi dari kekuatan dominan
yang ada dalam masyarakat

Mengenai eksistensi kekuatan dominan dalam negara, secara tidak langsung, Satji-
pto Rahardjo pernali menvinggung permasalahian inj Menurutnya, kekuatan dominan

23 Miursito B, “ndistrl Pars, Tumtieh dafaps Takanon s Kebebatan Palibk™, daldm fndugtel Pers don Prospek
Febebasanmya, Jurmal lkitam Satjoma Komunikast Indonedn dol VOktobir 2000, Bosda, Bandurp. hlm. 24,

23 Variabel dependen adalah varabel yang disebabkan oleh vetiabel utama, dengan kata lain v riptiel indepen
din mempongardii pils varintel dependen: Balam hal mi parllieu rrecdia adalab varizbel dependen yang
digunakan sebagai indikator utama. Ssjaub yang s dilihat konteksnya, perlike media [khusushya media
elektranik) dkan tarlihat dalam U penyissan yang akan didiskusigan. Memgena keterangan antam variabel die-
penden din variabal independen dapat dibdca dalam Doyle Paul jahnson, Teori Soaiologt; Klasik don Modern
I, Gk, Kotiga, Gramedia, Jakana, him, 45
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dalam sebuah negara akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterinma
oleh lapisan-lapisan lain di dalam masyarakat. Semakin tingei kekuatan kelompok
dominan tersebut dalam segi ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemung-
kinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin dalam hukum vang
merupakan produk politik sebuah negara,”

Merujuk pada pendapat Satjipto tersebut, kekuatan dalam negara dalam realitas
empiriknya bukanlah masyarakat secara utuh, namun adanya kelompok dominan
dalam masyarakat itu sendiri. Secara otomatis kelijakan yang dikeluarkan oleh neg-
ara (terutama produk hukum) bukanlah pencerminan terhadap kemauan masyarakat
semata, tetapi berdasar atas kompromi-kompromi yang terjadi dengan asumsi dosar
langgengnya kekuasaan kelompok dominan dalam masyarakat

Kompromi-kompromi yang terjadi dengan tujuan untuk melanggengkan kekua-
saan kelompok dominan merupakan definisi negara yang diasumsikan oleh Miriam
Budiardjo. Negara menurut Miriam Budiardjo adalah merupakan integrasi daripada
kekuasaan politik, negara adalak organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara
dalam hal ini adalah ageney (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masvarakat dan menertibkan gejala-
gejala kekuasaan dalam masyarakat *

Franz Magnis Suseno menginterprestasikan bahwa dalam pandangan Marx, neg-
ara tidak mengabdi terhadap seluruh kepentingan masvarakal, melainkan hanya me-
layani kepentingan-kepentingan kelas-kelas sosial® tertentu saja, menjadi alat suaty
kelas dominan untuk mempertabankan kedudulkan meroka.

Kelompok dominan yang berusaha mendominasi hegara dan sistem politik,
akan melakukan konsep dominasi demi tercitanya-kelanggengan kekuasaan, Konsep
dominasi ini dipahami dalam kerangka bahwasanya kelompok dominan akan meng-
gunakan cara-cara kekerasan untuk menguasal masyarakat sipil. Ind biga dibuktikan
dengan keberadaan aparatur negara (polisi, tentara) vang mengaunakan, tindakan
repesit lerhadap kaum oposan yang melawan kelompok dominan, Kajlan ini akan co-
cok ketika dikaitkan dengan konsep negara orde baru vang pernah Kita lewati bersa-
ma.”’

Namun perkembangan selanjutnya, ketika perkembangan proses palitik dan eko-
nomi menghantarkan suatu negara untuk berinteraks dengan negara lain (globaliga.
si), konsép dominasi tidak dapat lagi difalankan secaia mutlak, Antenio Gramsci me-
maparkan idenya, balhwa konsép hegemoni negara adalah sebual konsep vang sahih
untuk menganalisa negara era modern inj, Konsep hegemoni dipahami sebagai proses

24 Satjipto Rahard)o, Hakom dan Medyarakar, Cik Kusupulub, Angkata, Randung, 1980, him. a]

5 Lihar dan cepmati Mah Makiud, Polittk Wk o thdonesia, LP3S-UN Press, Yogyskarta, hlm 14

26 Frof. Miriam Budiard|e, Dnuer-Dasar Himu Polink, Crk, Kesepuluh, Gramediu, lakarta, 1986, Fim. 32

&7 Pengerdan mengenal menpensl kalas-kelgs sodial [stranficanion) tecara <odarhaing dapst dibsca dalam Satji
pre Ralardio, ap.cit., him 40,

28 Nezar Patria dan Andl Ariel, Artonio Gromscl: Negara dan Hejemonl, Pusiaks Prslajir, Yogwkarta, 1959, him
a7

9 hid., him,, 185,
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pemberian persetujuan kepada kelompok dominan untuk berkuasa.

Dalam konsep hegemoni, kelompok dominan menggunakan alat atau medium
seperti komunikasi, organisasi, pendidikan, agama, penerbitan dan media. Konsep
hegemoni vang dipaparkan Gramsei, lebih menitikberatian konsep nir-kekerasan seb-
agai ujung tombaknya, dan kelanggengan kekuasaan kelompok dominan merupakan
bentuk peraihan kesadaran (@warness) mutlak dari kelompok yang terdominasi™

Namun ada beberapa konsekuensi dari sebuah negara yang berusaha masuk ke
dalam struktur lingkungan internasional. Melanjutkan permasalahan sebelumnya, in-
teraksi antar negara dalam struktur lingkungan internasional memberikan corak yang
saling mempengaruhi, termasuk di dalamnya sistem politik. Interaksi antar negara
dalam struktur lingkungan internasional terutama terjadi dalam lingkungan telnologi
dan ekonomi. Pertalian ekonomi antar negara dalam struktur lingkungan internasi-
onal dipergunakan sebagai sarana penambahan pendapatan secara ekonomis bagi
sebuah negara. Logika tersebut digunakan oleh negara-negara yang menggunakan
premis dasar bahwa ekonomi sebagai sebuah indikator keberhasilan atau kemajuan
sebuah negara. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak implikasi politik yang
lebih lanjut.

Bagaimana perumusan vang tepat untuk realitas keberpihakan modal (kapital)
dalam pembentukan produk hukum? Pertama mula. perlapisan sosial (strafificaton)
vang ada merepresentasikan bahwa kepentingan modal (kapital) akan selalu bergan-
dengan dengan pemérintah dengan tujuan yang sedikit berbeda: Kepentingan kapital
akan menuntut motif ekonomi sebagai dasar pijakannya. Definisi yang tepat bagi kapi-
tal (modal) adalah merunut pada tulisan Yoshihara Kunio.

Bagi Yoshihara Kunio, kapital adalah bentuk modal dengan skala besar (investasi)
vang dikembangkan dalam sektor-sektor perckonomian yang mencakup bisnis-bisnis
besar. Dengan demikian kapitalime dapat dipahami sebagai seklor vang di dalam-
nya peranan kapital (modal) adalah nvata.” Dengan demikian asumsi dasar bagi ke-
pentingan modal dalam hal ini adalah bisnis, kemersialisasi, dan kountungan semata.
Maka dalam penvataan-peryataan selanjutnya, terutama untuk melihat posisi media
vang nantinva akan dikerucutkan dalam bentuk media eloktronik, asumsi bahwa ke-
pentingan negara adalah melanggengkan kekuasaan dan kepentingan modal adalah
ekonomi semata dijadikan vkuran dasar

Berbagai pijakan tean telah dikemukakan di depan untuk melihat berbagai kepent-

300 dbief . bl 144

1% Yoshihira Kunlo, Kugitolime Semu Aup Teaghora, Cti Pertoma, LR35, lakarta, 1590, Rim.. 2. Ninsih dibuky
yang sama, dengan menguiip pendapat Fernand Braudal, Yoshihars mengatakan bahwa kaum kapitalls (e
malik madal) adatah merupakan spekulater dan pemegdng manapall yang berada dalam podisi dntuk mem
pereiah keunturgan besar tanpa terlaiu banyak menanggung resiko. Sepintas apa yang dikpmukakiin Yozhiha-
bl Kianif e rapakan definisi terbadap kapitatinme dalam bentuk bary, sedanglam dalam bantuk konvensional
dapat digahinmi Bahwd kapitsisme merupakan kensentrasi madal, penekananmy adalah pada usaha bebas
dan harta milik pribodi
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mgan vang melingkupi media vang dikategorikan sebagai varigbel dependen. Pada
tahapan selanjutnva, penulis lebih mendefinisikan kepada aspek vang lebih konkret,
sepertl peraturan perundang-undangan dan kansekuensi-konsekuensi vang ada meru-
juk pada peraturan tersebut,

Menilik media maka ada beberapa asumsi va ng telah diutarakan di depan, sifat
media adalah melembaga (institusi, bukan individu). Oleh karena situasi melembaga
itulah maka media tidak bisa lepas dari kepenlingnn-kupuntingun. Mengenai hal ini
ada beberapa teori vang patut difadikan rujukan,

Pendapat menarik dikemukakan Agus Sudibyo yang menjelaskan bahwasanya
mediatidak bisa lepas dari kfpe:1ringan—]~;uput:l‘iugﬂn melaluitiga pendekatan strategis,”
Untuk menjelaskan bahwasanya media bukanlah “daeral yang netral”, Agus Sudibyo
menjelaskan sebagai berikut;

3. Pendekatan Ekonomi Politik (The Political-Economy A pprovct)

Pendekatan ini mengemukakan bahwa isi daripada media lebih ditentukan oleh
kekuatan ekonomi politik di luar pengelola media. Faktor seperti pengelola media,
pemilik modal serta pendapatan media dianggap lebih menentukan isi media

b. Pendekatan Organisasj ( Crgarisationnl Approach)

Merupakan kebalikan dari pendekatan ekonomi politik. Pada titik ing, pengelola
media menjadi entitas aktif schingea tidak terjebak pada sitvasi di luar media.
Pengelola media memberikan ruang bebas kepada media untuk menjelaskan suaty
peristiwa.

¢ Pendekatan Kulturalis (Cultyralist Apprivach)

Pendekatan ini merupakan gabungan dari kedua pendekatan diatas, Dalam
pendekatan kulturalis, pengaruh kekuatan ckonomi politik divakini tidak bersifat
langsung. Sebagni contoh adalsh kelika wartawan meliput konflik vang terjadi di
Ambon. Wartawan dalam proses peliputannya hanva mewawancarai aparat kehmanan
tanpa melibatkan masvarakat vang terkena konflik. Pada satu sisi inj sangat tidak
menguntungkan dari segi penyelesaian konflik

Mursito mengatakan bahwa media adalah sebuah sistem dibawah sistom politik
negara.” Jadi media menjadi subsisteni tari negara. Bisa dikatakan demikian,
mengmgat faktor kesejarahan (Glal membuktikanmva. Era Orde Bart bisg dipandiang
sebigai awal pembuktian ini Paca suit ftu, pemberitaan mengenal peristiva yvang
dianggap peka secara politis, harus melalui sensor PEn s,

[ialam setlap pemberitaan vang terfadi pada masa ity, “suara® orang vang berse-
berangan dengan pemerintah tidak terdengar dalam pemberitaan, baik dalam media

elektronil maupun non élekironik. sensor lebil diketengahkan demi stabilitas nasion-

e e
32 Agus Sudibive, Bolipk Media dan Pertarungan Waeang, |kis Yopyakirta, 2001, hlm 3

33 Murdits and datam Jurmal [Rilan Sarfana Kamunikasi |r_-d-:_|||._--,|.pl opeit. him,, 24
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al. Ini bisa dilihat melalui kebijakan pemerintal lewat undang-undang yang dikeluar-
kan. Kita bisa melihat, sebelum UU No. 40 Tahun 1999 diundangkan, isi UL No. 11 Ta-
hun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan
ULl No, 4 Tahun 1967 dan diubah dengan UL No. 21 Tahun 1982, lebih mencerminkan
dominasi pemerintah.

Melalui catatan vang diberikan oleh Omi Intan Naomi* pembredelan dilakukan
oleh Orde Baru kepada media massa cetak mulai terjadi pada masa Pemilu tahun 1971.
Korban pembredelan waktu itu sekitar 52 penerbitan. Pada tahun 1972, pembredelan
dilakukan pemerintah atas 50 penerbitan yang lain. Catatan selanjutnya pada tahun
1973 ada sekitar 32 penerbitan yang dibredel. Pada peristiwa Malari tahun 1974, ter-
catalada 73 penerbitan vang dibredel. Pada tahun 1981 pemerintah membredel sekitar
29 penerbitan, dan bersamaan dengan dibredelnya tabloid Menitor pada tahun 1991,
ada sekitar 36 tindakan vang bisa dikategorikan sebagal indakan anh pers.

Kemudian bagaimana dengan perkembangan duma televisi dan radio di Indone-
sia? Perkembangan dunia radio dan televisi di Indonesia tidak sckompleks perkem-
bangan media cetak di Indonesia, mengingat tehnologi radio dan televisi datang ke
Indonesia bisa dikatakan “baru” untuk ukuran tehnologi yang menggunakan frekue-
nsi ini. Narmun perkembangan radio dan televisipun tak lepas dari derap kepentingan
negara dan kepentingan modal, Awal perkembangan radio dan televisi di mulai oleh
Radio Republik Indonesia (RRT) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Untuk konteks RRI perkembangan selanjutnya tidaklah memacdai, dalam artian
dari segi bisnis, RRl tidak bisa bersaing dengan perkembangan radio-radio yang
bermunculan dengan segmentasi bisnis besar-besaran. Peluang TVRI untuk menjadi
radio publik (radio milik masyarakat) terancam, mengingat radio-radio swasta tebih
giat beroperasi, radio-radio swasta dengan frekuensi FM lebih banyak mendominasi
ranah publik di Indonesia. Ketidakseimbangan ini menyebabkan RRI mencan format
untuk bisa bersaing dengan radio-radio swasta. Persoalan yang kemudian timbul
adilah sefauhmana RRI berperilaku agar tiduk terjebak dalam bisnis dan komersialisasi
semata, mengingat akar historis RRI vang kental dengan perkembangan kemerdekaan
neger ini,

Untuk konteks televisi, TVRI mengalami dua periode vang berbeda layvaknya
RRI. Dengan latar belakang historis, perkembangan TVRI dan RRI adalah untuk
memenuhi keinginan Presiden Sockamo sebagai kampanye melawan kolonjalisme
dan propaganda politik. Peristiwa ini tercatat pada akhir tabun 6ll-an, dimana
persaingan politik dunia sedemikian hebat dan tenerembab dalam dua kubu dengan
dua ideologi yang diangggap berlawanan, Pada akhirnya konsep perkembangan
TVRI dan RRI (meskipun pasca Sockarno jatuh dari tampuk kepemimpinan) masih
menggunakan konsep yang bermodelkan propaganda politik. Perbedaaannya adalah

34 O Ik Maomi, Anling Penjoga Pers of Rumnh Orde Barw, Gorong-Gorong Budaya, Jakarta, 1986, him, 142
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ketika pasca pemerintahan Sockarmo, TVR] dan RRI d igunakan sebagai arah dominasi
politik pemerintah lewat program-program dengan lujuan pembangunan. Ini tentu
saja menisbikan masvarakat sebagai aktor pembangunan ity sendiri, mengingat
komunikasi yang dilakukan bersifat top down =

Sejak munculnya SK Menteri Penerangan No. 111 Tahun 1990, industri dan bisnis
televisi di Indonesia menjadi sedemikian marak. Fra monopoll, khusus untuk TVRI,
berakhir ketika televisi swasta mulai bermunculan. Era ini terjadi pada sekitar tahun
1988, dengan munculnya RCTT (Rajawali Citra Televisi Indonesia), Pertama mula siaran
RCTT menggunakan dekoder pada sekitar tahun 1988, Baru kemudian disusul dengan
SCTV (Surya Citra Televisi) yang bediri pada tahun 1989, TP (Televisi Pendidikan
Indonesia) berdiri pada talun 1991, Bary pada tahun 1993 AN Teve (Andalas Televisi)
berdiri. Stasiun tv bernama INDOSIAR muncul pada tahun 1994™ Dan pada baru-
baru i muncul Metro Tv dengan harian Media Indonesia sebagat awalnya.

Dalam hal ini Hermin Indah Wahyuni mencatat perkembangan menarik tentang
data kepemilikan televisi di Indonesia. Awal mula berdirinya, RCT] dikuasai sahamnya
oleh grup Bimantara vang merupakan kalangan dekat dari kekuasaan. SCTV berada
dalam kepemilikan Sudwikatmono yvang notabene dekal dengan kekuasaan juga
Tak beda dengan TPI dengan saham PT Citra Lamtore Gung, AN Tv dengan saham
kepemilikan berada pada PT Bakrie and Brothérs, INDOSIAR dengan kepemilikan di
bawah Sudono Salim,

Perubahan state dictatorship ke arah market dictatorship™ ini menimpulkan
konsekuensi yang cukup dalam. Komersialisasi menjadi menu utama tiap televisi
dan terkadang mengindahkan pola pikir logis dari masyarakat. Pola sentralisasi®
menjadikan budava dan pola pikir masyarakat terkotak dalam budava tungsal,

W

2. Latar Belakang Pembentukan UU Ne. 24 Tahun 1997 dan UU No, 22 Tahun
2002

Untuk konteks televisi, sefarah perumusannva dimuolai lebih lambat dari
dunia penyiaran radio. Penyelenggaraan penyiaran lelevisi sejak awal merupakan
monopoli Televisi Republik Indonesia (TVRY). Keberadaan TVRI sendirt dimulai

sant berlamgsungnya seremoni Asian Games di lakarta pada tahun 1962 PMenigaturan

33 Ashadi Sireghr, pengantor datam Harmin Indah Wabiunt, Omeert. Bl il

16 Kris Budiman, 0 Depgn Katar Afaib Galang Press, Yogyakarea, 2002, him., 4

AT Ibid,, ki &0

3B Kata-kata ind kérap digumakan pars keitisl media YAnE A Dvya barkidarn pacda kepemilingn gang dilaloikon npea
gengan tujimn malanggengkan ¥ekuzsann dan kepemilikan pasar yang berorientasikan komesriglicsu wnata

32 Berdirimym kesemug stasiun swasrta vang beradh di Jokirta, tentu sajz membawa kansskuenst bahwa dudaya

yang thtawarkan ofieh televis) merijuk pada bidayl metfogolic Pamyamaratasn mengdkibatkan ketidokseim

oangan Dudaya, mengingst Karakter Dap dearah beshods-neda sesual 3kar Histarienya dan keadaon geografis

Ny

n
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penvelenggaraan sistem penyiaran televisi didahului dengan persiapan dan ujicoba
tahun 1962 saimpai dengan 1963. Tanggal 30 Oktober 1963, melatui Keputusan Presiden
Nomor 215 Tahun 1963 dibentuklah Yayasan Televisi Republik Indonesia.™

Dalam batang tubuh Kepres No. 215 Tahun 1963 secara tegas disebutkan
menopoli pembentukan dan penyelenggaraan televisi di Indonesia adadi tangan TVRL
Serta dijelaskan pula dalam Kepres tersebut, bahwasanya TVRI terdiri atas Pemimpin
Umum dan Direksi. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya pemimpin umum yang
dimaksud adalah Presiden (pada waktu itu dijabat oleh Soekamno) yang dibantu oleh
Suatu Staf Presiden Urusan TVRL Kelemahan yang paling mendasar dalam Kepres
No. 215 Tahun 1963 adalah tidak adariya perumusan yang jelas mengenai materi dan
bagian dari penyiaran.*

Ketika era orde baru muncul maka aturan mengenal dunia penyiaran sedikit
berubah. Ini ditandai dengan munculnya Keputusan Menteri Penerangan Nomor
54/B/KEP/ MENPEN/1971 tentang Penvelenggaraan Siaran Teleyisi di Indonesia,
pada tanggal 3 Mei 1971. Pada era ini muncul sebuah pemahaman baru mengenal
pengertian siaran televisi yang dalam peraturan terdahulu tidak disinggung secara
eksplisit. Pengertian siaran televisi menurut Keputusan Menter Penerangan Nomor
54/B/KEP/MENPEN /1971 adalah siaran-siaran dalam bentuk gambar dan suara
yang dapat ditangkap (dilihat dan didengarkan) oleh umum, baik dengan sistim
pemancaran lewat gelombang elektromagnetik maupun lewat kabel-kabel (telension
cable).

Ada vang perlu dicatat dalam perkembangan dunia penyiaran di Indonesia, yang
nantinya akan mengubah berbagai regulasi di bidang penyiaran yang sfate orented”
ko arah market oriented®. Pemerintah pada waktu itu membuat suaty gebrakan
dalam dunia tehnologi penviaran di Indonesia berupa kepemilikan terhadap Sistem
Komunikas: Satelit Domestik (SK5D) Faiapa pada tahun 1976, Ini adalah konsekuensi
logis daripada kebijakan open sky policy (kebijakan udara terbuka), dimana kebijakan
ini merupakan kebijokan negara-negara maju dengan konteks dunia penyiarin mereka
yang sudah mapan.

Indikasi vang lebih menarik diberikan oleh Hermin Indah Wahyuni sebagai latar
belakang kepemilikan SKSD Palapa ini. Menurutnya, deregulasi dan debirokratisasi
vang terjadi dalam industri penyiaran erat kaitannya  dengan pergeseran vhonomi
politik vang terfadi akibat vang terfadi akibat pergeseran pererintahan tahun 1965,
Berakhirnva pemerintahan Presiden Soekarmo menandai sualu pergeseran penting,
40 Hinca Panjaitan, Memasyng Televiss, Institut StudiArus Informasi, lakarta, 1998, plm: 2
a1 tbid, him. 14.

47 State orlented dimaksudian sebagal pusat orentad, artingn dunia penylaron manlh terpukat orenlainys
pada pemerntah atau negara secora keselunit=n.

43 Merypakan lewan kata danipada state orented, dalam market oriented dunia penylarae difiteralian i di
leussi oleh swasta.

CAKRAWALA HUKUM 96 Wol IX No. 2 Tahun 2014




dari posisi anti barat mernuju kehidupan ekonomi ataupun militer vang cenderung

beraliansi dengan Amerika Serikat. !

Pada pertengahan tahun 1981, tepatnya 1 April 1981, Presiden Soeharto pada
waktu itu membual pernvataan cukup yang mengagetkan bagi dunia pertelevisian
Indonesia, khususnya bagi TVRI, Presiden Socharto mencabut izin tayangan iklan
bagi TVRI. Hal tersebut memberikan konsekuensi yang tidak mudah bagi TVRI, karena
semenjak 1963 TVRI dijjinkan untuk menerima iklan dari pihak swasta. Hermin Indah
Wahyuni dengan mengutip Philip Khitley mencatat perkembangan iklan semenjalk
awal kehadiran TVRI, disebutkan bahway sebanyak 34'% total income TVRI semenjak
19751976 adalal berasal dari iklan dan tahun 1976-1977 sekitar 91. 58% pendapatan
TVRI berasal dari Iklan. Hal tersebut tenty saja sangat memberatkan TVRI secara
ekonomi

Keputusan Menteri Penerangan Nomor 54/B/ KEP/MENPEN/1971 terhitung
cukup berlangsung lama dan berlangsuny sekitar lima belas tahun, karena setelahnva
muncul peraturan baru untuk menggantikannya. Peraturan tersebut adalak Keputusan
Menteri Penerangan Nomor 167/B/ KEP/MENPEN /1986, Bcberapa alasan
dikeluarkannya keputusan tersebut adalah pesatnya dan berkembangnya tehnologi
komunikasi serta tehnologi informasi di bidang penyiaran televisi di Indonesia.

Pertanvaan mengenai fhengapa peraturan mengenai dunia penyiaran yang
dibuat era orde baru masih sebatas pada keputusan menteri, belumlah terjawab
secara mutlak, Mengingat jika kita memperbandingkan dengan peraturan awal mula
cunia pertelevisian adalah menggunakan keputusan Presiden (Keputusan Presiden
Nomor 215 Tahun 1963), jika asumsinva perkembangan telnologi vang dijadikan
rujukan, mengapa setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963
lidak dilanjutkan dengan pembentukan aturan vang lebih tinggi derajadnya semisal
undang-undang?

Sama konteksnva ketika pemerintah orde baru pada waktu ity mengeluarkan
Keputusan Menteri r'vnc-mngan Nomor 190A /KEP/ MENTPEN /1987 pada tanggal 20
Oklober 1987, Yang paling penting untuk dikaji adalah adanya indikasi masuknya
pihak swasta dalam dunia pertelevisian di Indonesia. Dalam hal ini, Departemen
Menerangan disamping menyelenggarakan Siaran Saluran Umum (SSU)™  juga
memberikan  wewenang kepada Yayasan TVRI untuk menyelenggarakan Siaran
=maluran Terbatas (SST)./

&4 Hermin Indah Wahyuni, Televin dan Intarveng Negara, Madia Pressindo, Yogyalarn, 2000, him, 73

A5 - Ibid, Bim. 77 Prediden Sooharte mengaiEgsp apa yang dilsukannys dengan monssbut izn ban di TVR
sdalah sebapal wsbiah urpEle untuk mendukung pragram-program pombangunan, serta meftegah slok
=moing yang kuranig balk darl televisi yang tdak mEndukung semangat pembangunan,

46 =5U adalah siaran televis vang depat disanglmp langsung dleh urmum melalul pecywat penerima televisl blass
tara meladiol peralatan khusus

47 557 adalzh sinran tadsvis yang fanya dapat ditangkap oleh pelanggan mlalul FESTWEL penenma televisi biasa
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Pihak swasta pertama yang menyambut Keputusan Menteri Penerangan Nomor
190A /KEP/MENPEN /1987 dalam melakukan 85T adalah Grup Bimantara dengan
mendirikan stasiun televisi Rajawali Citra Televisi (RCTI), vang kemudian mulal
beroperasi sekitar tahun 1988, RCTI yang semula merupakan 55T kemudian menjadi
SSU (tanpa dekoder) dengan siaran jam tidak terbatas (24 jam) setelah mendapat ijin
dari pemerintah melalui Dirjen RTF Nomor 12710/ RTF/K/VII1/1990 pada tanggal 1
Agustus 1990, RCTI yang menjadi S5U, sejak 1 fuli 1931 diperbalehkan menggunakan
satelit Palapa B2, sehingga siaran yang dipancarkannya bisa diterima di seluruh
kawasan Indenesia."

Kondisi inilah yang memulai terjadinya swastanisast terhadap dunia penyiaran
di Indonesia. Terbukti setelah RCTI mengudara secara nasional, berturut-turut SCTV,
ANTV, TP dan INDOSIAR melakukan upaya serupa. Namun upaya yang dilakukan
pemerintah pada waktu itu dengan melernpar dunia penyiaran kepada pihak swasta
bisa dikatakan sangat terburu-buru dan irasional. Apa penyebabnya? Ada beberapa
tolok ukur vang bisa dijadikan pegangan. '

Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 yang belum dicabut dalam salah satu
pasalnya hanya memperbolehkan TVRI sebagai stasiun televisi dan penvelenggara
fungeal dunia penviaran televisi, namun mengapa pemerintah memberikan ijin
kepada pihak swasta untuk melakukan penyiaran televisi dalam hal ini adalah RCTI?
Bukankah keputusan pemerintah lewat Dirjen RTF Nomor 1271D/ RTF/ K/ VI 1990
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini  dengan Keputusan
Presiden Nomor 215 Tahun 19637

Pada tanggal 24 Juli 1990 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri
Penerangan Nomor 111/ KEP/MENPEN/ 1990, Aturan int semakin memperjelas arah
dunia penyiaran pertelevisian di Indonesia ke arah swastanisast. Dukungan terhadap
swastanisasi penyiaran di Indonesia mendapat sambutan ketika pemerintah merevisi
Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963 dan menggantikannyva dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Sebelum UL UL No.24 Tahun 1997
diundangkan, berbagai peraturan yang menguatkan proses privatisasi (swastanisasi)
dunia penyiaran televist diterbitkan oléh pererintalh, Diantaranya adalah Keputusan
Menteri Penerangan No. (4/ A/ Kep/ Menpen 1993 yang mengarah pada terbentuknya
lima stasiun komersil di dacrab Jakarta Khususnya.

Ada beberapa catatan menarik vang diberikan Hermin Indah Wahyun mengenai
komerstalisasi ranah penyiaran terhadap tv swasta. D Indonesia struktur kepemilikan
televisi swasta sangat terpusat pada lapisan krom penguasa, yakni mereka yang dekat
dengan pemerintah. Lapisan kroni pengusa tersebut dikategorikan sebagai kalangan
keluarga Presiden (Socharto pada waktu itu) dan kalangan pengusaha yang dekat
dengan penguasa tersebut, Tercatat dua televisi swasta masing-masing RCT1 dan TP
adalah milik keluarga Presiden. RCT1 notabene adalah milik Bambang Trihatmodijo,

vang ditengkapt déngan peralatan kKhiusud {deky ter]
A8 Hinca Panjaitun, ap.cit,, bim. 27
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lewat Grup Bimantara yang menguasal berbagai usaha seperti telekomunikasi,
elektronik, perkapalan, konstruksi, dan renl estate. Sedangkan TPl penguasaannya
dimiliki oleh grup PT. Cipta Lamtoro Gung vang pusat kepemilikannva dikuasai oleh
siti Hardivanti Rukmana, putri tertia Presiden Seeharto

Dengan diterbitkannva UU No.24 Tahun 1997 maka secara otomatis semua
peraturan yang berhubungan dengan penviaran menjadi tergantikan, termasuk
Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963, Berbagai kebijakan penting dalam dunia
pertelevisian sejak awal munculnya TVRI tahun 1963 sampai dengan munculnya UU
Penyiaran No. 24 Tahun 1997 dapat disederhanakan sebagai berikut:™

Kebijakan Penting Dalam Dunia Pertelevisian Indonesia
Periode 1963-1997

- | Kebijakan | - Substansi | Latar Belakang |
| Media komunikasi |
| ' masyarakat dalam | Secara politis
| melaksanakan sebagai kampanye |
1963 | Awal munculnya pembangunan melawan i
‘ TVRI | mental khususnya | imperealisme dan

pembentukan kolonialisme |
, | manusia sosialls | |
| Indonesia_ |
| | | Pergeseran politik |
| orla ke orba dan |
| 1976 | Kepemilikan SKSD | Memasuki wilayah mendefinisikan
Palapa | apen sky policy | diri ke arah
. | perkembangan |
. | tehnologi vang
| mengacu pada
| negara-negara

S —
| i Memusatkan TVRI
sebagal penvalur Pengendalian
| 1987 | Larangan TVRI | program-program pemerintah
beriklan pemerintaly, terhadap pasar
| mienghindiar
| __I1 —= o ] _k-‘.'_l:l'i.-:l]n'li:l‘].hr‘ﬂ_!'_ | B o
1980 Lzin kepemilikan Siaran televisi ' Pemerintah
| antena parabola dinyatakan terbuka | membuka peluang
| untuk masyarakat untuk pilak
swaslka

4% Hermin | mdah Wahiumi, opcit, him 111
S0 Pemikiran tentang kebyakan dumia telovisi pada periada tersahul diakumuolasikan dan beberans tufisan, 46p

ot Hormin Indah Wahyuni, Hines Panifaitan serta tambabian data dari perulls sendin
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(989 | RCT!mengudara Penunjukan RCT1 | Privatisasi dalam
dengan dekoder sebagai mitra kerja | dunia penyiaran,
(S5T) TVRI khususnva televisi |
Pemerintah Kemenangan
1990 SST ke SSU mendorong aspek realitas
hisnis televisi swasta kepentingan
ekonomi terhadap
- i politik
1992/ | TV Swasta dapat Awal pengaturan Komersialisasi
1993 | bersiaran secara institusi swasta di | ranah penyiaran
nasional bidang pertelevisian | yang no tabene
milik publik
Dimulainya
UL pertama yang dominasi
mengatur tentang swasta terhadap
1997 | Dikeluarkannya UU |  tehnis penyiaran, | penyiaran telovisi, |
No. 24/1997 meski tidak eksplisit yang pada
ke arah penyiaran satu sisi pihak
televisi swasta tersebut
merupakan
kepanjangan
tangan
pemerintah
(kerabat dekat
[m_:nﬁuaﬁa}

3 Perbandingan Antara UU No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran

Semangat yang melatarbelakangi terbentuknya UU No. 24 Tahun 1997 dan
LU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran memang sangat berbeda. Dengan
kondisi sosial politik dan perkembangan tehnologi yang berbeda pada tiap periode
pembentukan undang-undang tersebut, menyebabkan terdapatnya perbedaan
learateristik yang sangat menonjol.

Dari segi permasalahan tehms, pencatuman kata-kata penyiaran dalam ke dua
undang-undang tersebut memputival ma ksud yang sama. Pengertian penyiaran
dalam UU No. 2471997 dan UL No. 32/2002 pada intinya adalah keglatan
pemancariuasan menggunakan sprana publik (laut, udara/antartksa, darat).,”

Pada prinsiptiva perumusan tersebut dikritils oleh Flinca Panjaitan, Menurutnya,
yang dimaksud penyiaran dalam konteks undang-imdang tidak hanya meliputi
kegiatan pemancarliasan Semata, namun jugs meliputi lembaga-lembaga penyiaran
dan pengaturan lainnya, Jika penyitran hanya dintksudkan sebagai kegatan

61 Bandinghkan Pasal 1L No. 24/1897 dan Pazal 1 LU No 32/2003
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pemancarluasan semata, maka Hinca Panjaitan perpendapat hal tersebut bukan
atau tidak bisa disebut sebagai UU Penyiaran, namun bisa disebut sebagai UU
Pemancarluasan Siaran. ™

Kritikan bagi UU No, 24/1997 adalah tidak adanya aturan mengenai jaminan
untuk mendapatkan informasi. Dalam UL No. 32/2002, jaminan tersebut
dimasukkan dalam pasal 2 yang berbunyi; Penyiaran diselenggarakan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata,
kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian,
kebebasan dan tanggungjawab. ™ Semangat keterbukaan dalam pasal ini sangat
kintara dan berbeda konteksnya dengan UL No. 2471997,

Kemudian perbandingan vang lain adalah mengenal kewenangan badan otoritas
tertinggi dalam dunia penviaran di Indonesia, Dalam pasal 56 UU No. 24/1997
disebutkan kewenangan badan otoritas terti ngglada dalam tangan pemerintah
yang mempunyal wewenang, menetapkan kebijakan siaran, menentukan peta lokasi
penviaran, menetapkan klasifikasi dan standar siaran. mengelola dana penviaran,
1Zin penylaran, peningkatan kualitas SDM penyiaran, mengatur tehnologi penyraran,
mengatur umpan balik masyarakat.™

Dalam UL No, 32/2002 kesemua kewenangan pemerintah diambil alih oleh
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam pasal 8 UL Ne. 3272002, peran KI'l
adalah; menetapkan dan mengawasi standar program sinran, menyusun pedoman
perilaku penylaran, memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan, pedoman
perilaku penyiaran, serta standar program siaran, peningkatan kualitas SDM
penviaran, membangun infrastruktur penviaran; bersama permerintah menetapkan
izin penyviaran, menindaklanjuti apresiasi masyarakat terhadap penvelengearaan
penyiaran, pengaturan dan persaingan sehat antar lembaga penviaran.” Dalam hal
int, sepintas peran pemerintah terlihat berkurang, Namun tidak sepenuhnya

Mengenai nasib TVRI dan RRI dalam UU No. 3272002, disebutkan kedua
lembaga penyiaran tersebut menjadi lembaga penyiaran publik.™ Dibandingkan
derigan UL No. 24/1997, TVRI duni RRI diharaplkan lebih menemukan jatidirinva,
Dalam UL No. 24/1997 disebutkan balwa TV RI/RRI adalah Lembaga penyiaran
pemenntah bernaung di Deppen.” Kelanjutan dari dinndangkanya UL No. 32/2002
i, TVRI berubah statusnya dari bentuk Perusahaan [awatan ke bentuk Merseroan

Terbatazs melalui Peraturan Pemerintah Mo 9 Tahon 2002, Ada beberapa pendapat

—e
54 Hinga Panialtan, oo cif. . hilm. 79
13 Pasal 2 UL NG, 3252000

54 Panal 56 LIL Mo 24/ 1997

]

Pasat § UU No, 32/2002
Fasal 14 anent (2) UU Mo, 3202002
57 Posad 10 oot (1) dan §3) UL No. 24715497

L iy
L= 4]
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mengenai peralihan bentuk TVRImi Menurut Gun Gun Heryanto, TVRI melakukan
transformasi menjadi institusi penyiaran berarientasi bisnis komersial
Darimanakah sumber dana TVRI dan RRI? Menurut UU No. 2471997 sumber
dana TVRI dan RRI dari APBN, alokasi dar iuran penyiaran, kontribusi dan biava
izint penvelenggara penyiaran, dan iklan niaga RRI serta usaha lain yang sah™ Dalam
UU No. 3272002 sumber dana TVR] dan RRI berasal dari luran penyiaran, APBN
atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha lain yang sah yang terkait

dengan penyelenggaraan penyiaran.™

Tabel Perbandingan UU No. 24 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran

'. ltem [ UUNo24/1997 | UUNo32/20020
Apa vang iSL-'-.mLm kegiatan Semua kegiatan
dimaksud dengan | pemancarluasan | pemancarluasan
\penyiaran? |(pasall) | (pasal 1)
Jaminan '
kemerdekaan untuk |
menyampikan, | Tidak ada Ada (pasal 2)
[ menermi, [
memperoleh |
Linformasi? |

—
g8 Posal 10 UU Na, 2471997

56 Pasal 45 ayat {1} WU No: 32/2002.
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Peran pemerintalh:
- Menetapkan |
| kebijakan

siaran
Menentukan |
| preta lokasi |
| penyiaran
Menetapkan
klasifikasi dan i
standar siaran |
Mengelola

| ' dana penyiaran |
[zin penyiaran
Peningkatan !
kualitas SDM |
Penyiaran |
Mengatur

' teknologi
penyiaran
Mengatur

| wmpan balik
| | masyarakat

A pa kewenan A
badan otoritas |
tertinggi?

(Pasal 56) |
nerintah
(pasal 7 ayat 1)

| Slapakah badan Pen :
otoritas tertingg,

| dalam penyiaran?

Kepada siapakah
badan otoritas
tertingi

| bertanggungjawab? |

[ Pemerintah
(1l Jeppen)

Slapa vang

membert pidn Mentert

t-l't'J'.-_'I.Ii'_H‘-i ['+-r1|-1'J:1~::L|||
| Lembaga

\pakah status TVRI
ian RRK

penyiaran
pemerintan
bernaung di

| Deppen

{pasal 10 ayat 1

_ :.J_._.rl 3
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(Pasal %1.,} at 1l dan 2)

(pasal 33 ayal 5)

Peran KPI: |
Menctapkan dan
mengawasi standar progriom |
siaran

- Menyusun pedoman |
pertlaku penyiaran.
Muemberikan sanks

| e rhadap pelanggar peraturan,

pedoman perilaku penyiaran,
serta standar program siaran, |
Peningkatan kualitas
SDM Penviaran |
Membangun
infrastruktur penyiaran,
Bersama pemerintah
menetapkan izin penyiaran.
Memndaklanjuti
apresiasi masyarakat terhadap
penyelengearaan penviaran,
Pengaturan dan
persaingan sehal antar
lembaga penviaran |
(Pasal 8)

-

KPl
(pasal 7 ayat 2) |
grungjawab
kepada Presiden dan
meyampaikan laporan kepada
PPRRI, sedang untuk KP]
Daerah bertangeunjawab
kepada Gubernur dan |
mevampaikan laporan kepada
DIPRD

Negara melalui KP

Lembaga penviaran publik
t{pasal 14 ayal 2)
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| Adakah kewajiban

anggota badan
otoritas terlinggi?

relay penyiaran Waijib Tidak mengatur
pemerintah? (pasal 35 ayat 1)
- Negara, meski tidak
Departemen diatur secara eksplisit.
Siapa sajakah Penerangan Bagimanapun juga negara

mempunyai kewenangan
untuk memberikan izin
penyelenggaraan penyiaran
(pasal 33 ayat 4)

- KPPl Pusat/KPIP dan
KPI Daerah/ KPID (pasal 7
ayat 3)

APBN, alokasi dari
luran penylaran,

penyiaran partisan?

kontribusi luran penyiaran, APBN
Darimanakah dan biaya izin atau APBD, surnbangan
sumber dana TVRI | penyelenggara masyarakat, siaran
dan RRI? penyiaran, dan iklan, usaha lain yang
iklan niaga RRI sah yang terkait dengan
serta usaha lain penyelenggaraan penyiaran
vang sah (pasal 15ayat 1)
(Pasal 10)
- Lembaga penyiaran
publik bersifat netral
Lembaga (pasal 14 avat 1)
Bolehkah lembaga | penviaran swasta | - Lembaga penyiaran

dilarang partisan
(pasal 1 ayat 3)

swasta tidak diatur
- Lembaga penyiaran |
komunitas tidak boleh
partisan (pasal 21 ayat 3)

- Lembaga penyviaran
berlangganan tidak diatur

Papatkah izin
siaran dicabut atay
dibatalkan?

Dapat dicabut aleh

pemerintah (pasal |

63 ayat 2¢ dan ¢)

| penyiaran dapat berakhir

Dapat dicabul karena alasan
tertentu termasuk ketika ada
putusan yang berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan
mengenai

standar program siaran
(pasal 34 ayat 3)

izin penyelenggaraan

atas keputusan KT bersama
pemerintah (pasal 34 ayat 6) |
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| |

| Adakah sanksi Ada:

| hukuman untuk - Pidana

lembaga penyiaran?

| | .ada 8 delik
(= Pidana

| | kurun gan/

denda ada 6

delik

|

| |

| Da patkah lem

| penyiaran

! mengajiikan
keberatan /banding |

(atas sanksi yvang
dijatuhkan .

 kepadanya?

baga

Tidak men gatur

| Tidak dijjinkan

' menerima dana

| dari madal asing
(pasal 14)

| Apakah modal
asmg diijinkan?

Bolehkalh lembaga | Lembaga
| penviaran asing penyiaran asing
didirikan?
| 27)
Adakah ketentuan | Pasal 24 avat 4

Mengena sensor?

dari Lembaga
Sensor Film

JURNAL ILMIAH

Mater iklan N g
harus lulus sensor
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_I'A da

Sanksi administratit |

Pidana penjara/

| denda masing-masing untuk
perusahaan penyiaran vang

i tidak memberikan bagian laba
perusahaan kepada karvawan,

penjara/ denda | masalah kepemlikan silang, |

pendirian lembaga penyiaran
| a8s8ing. Is1 sjaran, izin
penyelenggaraan penyiaran,
pemindahtanganan izin |
penyelenggaraan penviaran,
staran iklan |
- Untuk murni
denda diperuntukkan bagi .
! pembelian waktu siaran (block
i fome) |
| |

| Tidak mengatur

Untuk lembaga penviaran |
swasta jumlah modal asing
tidak lebih dari 20% dari |
seluruh modal dan minimum

| dimiliki oleh 2 pemegang |
saham

| Lembaga penviaran asing
| dilarang didirikan di

dilarang didirikan | indonesia
di Indonesia (Pasal

(Pasal 30)
|

Pasal 47
st siaran dalam bentuk |
film dan/atau iklan wajil
| memperoleh tanda lulus |
sensor dari lembaga yang
_iberwenang |
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Adakah ketentuan |- Monopoli |- Momnopoli dilarang |
mengenal monopoli dilarang - Kepemilikan silang
dan kepemilikan - ] dibatasi
silang? Kepemilikan (Pasal 18)
silang dibatasi
- (Pasal 13) |
- Swasta: - Swasta: Diatur KPl
radio wilayah (pasal 18 ayat 3} |
jangkauaniya
lokal, tv wilayah
Seberapa jauhkah | jangkauannya
jangkauan siaran? | nasional.
- Pemerintah: | - Publik: Diatur KPI
radio dan
tv wilayah
jangkauannya
nasional, regional,
lokal dan
internasinoal. - Komunitas: jangkauan
- Siaran terbatas, daya pancar rendah
Khusus: seluruh
wilayah Indonesia
atau wilayah di |
sekitar tempat - Berlangganan:
penyelenggara l Menjangkau seluruh wilayah
siaran. Indonest
- Selebihnya
diatur dalam
Peratuan |
Pemerintah
B Casalsn | o
- Lembaga - Lembaga Penyiaran
Penyiaran Publik '
Pemerintah - Lembaga Penyiaran
Pembagian - Lembaga | Swasta |
penyelenggara jasa | Penyiaran Swasta | - Lembaga Penviaran
penyiaran - Leimbaga Komunitas ' |
| Penyiaran Khusus |- Lembaga penyiaran
| - Lembaga | Berlangganan
| |venyientainnga | pasalld
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F. KESIMPULAN

Frekuensi adalah domain publik, dimana dalam hal ini frekuensi adalah milik
masyarakat dan pengaturannya haruslah memenuhi kepentingan masyarakat secara
keseluruhan. Beberapa hal yang tercermin dalam dunia penyiaran di Indonesia belum
bisa secara spesifik membuktikan hal tersebut, Dalam konteks kesefarahan maupun
dalam konteks peru ndang-undangan, dunia penviaran di Indonesia masih terbelenggn
oleh kepwnlfngan-kupontingan. baik itu kepentingan dominan suatu kelompok untuk
mempertahankan kekuasaan mauy pun kepentingan swasta yang berorientasi komersil.
Dari perbandingan antara UU No. 24/1997 dengan UU No. 32/2002, beberapa
kesimpulan yang didapatkan penulis adalah:

1. Hak publik atau masvarakat dalam dalam penyiaran di Indonesia masih
terbelenggu dalam konteks J-celwrrt1:1g;a|1-kepm'nh11gm1 vang berada di luar
konteks masyarakat madani (cipil suctity).

2. Aturan aturan perundang-u ndangan vang menjadi dasar bagi dunia penviaran
di Indonesia belum bisg menerapkan asas  kebijakan penyiaran sebagai
domain publik, aturan perundang-undangan vang ada masih mencerminkan
kepentingan-kepentingan terlentu,

3. Tidak konsistennya negara dalam mengatur dunia penviaran di Indonesia,
dimana dalam usahanva membuks swastanisasi masih terdorong oleh rasa
kedekatan dengan kalangan penguasa negara. Halini terbukti dalam pemberian
izm bagi televisi swasta untuk imelakiukan sia ranmasih bergantung pada realitas
kedekatan tersebut. Dan [uga pengaturan tentang monopoli kepemilikan yang
jelas-jelas diatur dalam ke dua peraturan lersebut, tidak bisa terealisir dengan
baik, sebagai akibat tidak tegasnya negara terhadap peran dunia swasta dalam
dunia penyiaran.

4. Negara dan pelaku swasta dalam penyiaran bukanlah sebuah entitas vang
benar-benar berjuang demi kepentingan publik, semata-mata mereka berdiri
pada dua kepentingan dan dua kutub vang berbeda tentunya dengan logika
masmg-masing,

5. Dalam UL No. 24/ 1997 semangat yang meliputinva adalah state dictatorsiup,
cimana negara berperan penting dalam menentukan gerak langkah dunia
penytaran di Indonesia, sedangkan untuk UL Ne 32/ 2002 semangal vang
meliputi adalal  mirket dictatorship, dimana penyelengearaan  penviaran
diserahkan pada mekanisme pasar, meski dengan catatan pertarungan dua
kutub kepentingan masih saja terjadi dafam UL No. 32/2002 tersebut.

b, Minimmya tingkat partistpasi publik, khususnya dalam dunia penyiaran di
Indonesia.
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Dengan peran publik yang masilt begitu minim dalam dunia penyiaran di
Indonesia, kondisi vang terjadi adalah ketimpangan-ketimpangan dalam dunia
penyiaran, Dalam halint ada beberapa point penting vag dijadikan rujukan, diantaranya
adalah: Mengembalikan peran televisi publik, dalam hal ini TVRI dengan melakukan
perubahan terhadap bentuk hukumnya vang menjadi Perseroan Terbatas. Logika
Perseroan Terbatas yang dianut TVRI dalam hal ini adalah berorientasi bisnis dan hal
tersebut tidak sesuai bagi TVRI yang motebene adalah milik publik sebagai realisasi
public sphere seperti vang diisyaratkan oleh Juergen Habermas.

Monopali kepemilikan dan kepemilikan silang (cross ownership) harus diatur
sedemikian rupa sehingga lembaga penyiaran vang ada bebas dari pemusatan
kepemilikan. Untuk kepemilikan silang juga diatur sedemikian rupa oleh KPI agar
bisa menjaubkan publik dari monopili opini.

Mengenai conlent siaran, harus ada diversifikasi dan pola ragam sesuai kebutuhan
lokal dan norma-narma lokal vang ada. KPI harus bisa memberi arahan yang pasti
dalam hal ini sehingga bisa meminimalisit pregram yang “Jakarta Sentris” dan
monaton.
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